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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupeten Parigi Moutong, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Badan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6760);

4. Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA

KERJA BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah
unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang bertugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan ketrampilan.
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3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan
menyejahterakan masyarakat.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB 11
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

P b Daerah ' -
engembangan Dacra ~_PARAF AUTENTIKASI #

Paragraf 1 ASSTEN( ) .- —
Kepala Badan | KEPALA PERANGKAT DAERAR | ..
| KARAG HUKG
Pasal 2 | HABAG HUKUM )

(1) Kepala Badan bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan program
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

b. pembinaan teknis penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

c. pengoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

d. pengendalian atas pelaksanaan program di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

e. pelaporan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah
Daerabh;



(1)

(2)

(1)

(2)
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f. pelaksanaan administrasi Badan perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 4
Sekertaris

Pasal 3

Sekretaris bertugas menyiapakan bahan koordinasi dan melakukan evaluasi

serta mengatur penyelenggaraan kesekretariatan meliputi perencanaan dan

program, keuangan dan aset serta Kepengawaiaan sesuai ruang lingkup
tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris berfungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan
program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan di bidang perencanaan
dan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

c. pembinaan operasional di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pembinaan kepegawaian;

d. pengoordinasian tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengoordinasian tugas kepegawaian;

e. pengawasan atas tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengawasan tugas kepegawaian,;

f. perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan program,
keuangan dan aset serta perumusan kebijakan tugas kepegawaian;

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang
perencanaan dan program, keuangan dan aset serta pembinaan
kepegawaian; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 4

Sub bagian perencanaan dan program bertugas melaksanakan pembinaan

teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian

informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sub bagian perencanaan dan program sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian perencanaan dan program;

b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan, mengoordinasikan dan mengumpulkan data kebutuhan
penyusunan kebijakan perencanaan dan program;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi,
analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah, dan rencana strategi di lingkungan Badan;

f. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan Badan; o - PARAF AUTENTIKASI
g melaksanakan pengoordinasian penyusunan petd—proses—bterrs—di
lingkungan Badan; ASSTEN( T

h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka eval{iasi\BERNGKAT DASRM

teknis Badan; ﬁ%BAG HUKUM &

[}
[y
A3
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i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan
program;

j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan
program; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 5
(1) Sub bagian keuangan dan aset bertugas melaksanakan pembinaan teknis
administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2) Uraian tugas sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian keuangan dan aset;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub
bagian keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;
e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi
pengelolaan keuangan dan aset;

f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai;

g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak
Daerah;

h. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

i. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan,;

j. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan
aset dan Badan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub bagian kepegawaian dan umum bertugas melaksanakan pembinaan

teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

(2) Uraian tugas sub bagian kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
sub bagian kepegawaian dan umum,;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian,
rumah tangga, umum dan korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan
Badan;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan
kepegawaian dan umum;

e. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan dan hukum;

f. melaksanakan pengoordmaman penyusunan anahs1si 1abaRﬁBA§AMf§NTlKAS'

jabatan; R FC'MNGKAT DAERAH .

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan stand:a?h
AL

prosedur dan standar pelayanan minimum; | RABA

h. menyiapkan data dan informasi kepegawaian Badan, melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan informasi pegawai
pada setiap unit kerja Badan;
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i. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan, menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan
pengendalian kepegawaian;

j. melaksanakan kordinasi urusan kepegawaian dengan instansi terkait

serta menyusun/menyapaikan laporan kegiatan kepada
pimpinan/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan
sub bagian kepegawaian dan umum,;

m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan
umum serta Badan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Ekonomi

Pasal 7

Bidang ekonomi bertugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian, perikanan,
kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan Daerah,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang ekonomi berfungsi:

a. penyusunan rencana Kkerja dan pengelolaan administrasi di bidang
ekonomi;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi;

c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
Daerah bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian,
perdagangan, koperasi, keuangan Daerah, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;

d. pengoordinasian bahan  penyusunan dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah bidang pertanian, perikanan, kehutanan,
perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan Daerah,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman
modal;

e. pengoordinasian, pelaksanaan dan  pembinaan  perencanaan
pembangunan Daerah bidang pertanian, perikanan, kehutanan,
perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan Daerah,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman
modal;

f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan
rencana kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, perikanan,
kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan Daerah,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman
modal;

g. pengoordinasian bahan musrenbang bidang pertanian, perikanan,
kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan Daerah,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman
modal;

h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang pertanian,
perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan

Daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, papsRaAUTENTIKASI *

H

penanaman modal; " TETEN( )
LRI SV |

k|

ook 53

| £7ALA PERANGKAT DAERAR

| KADAG HUKUM
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i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kebijakan teknis perencanaan
bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan,
koperasi, keuangan Daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
pariwisata, dan penanaman modal;

j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 6
Bidang Sosial Budaya

Pasal 8

Bidang sosial budaya bertugas melaksanakan penyiapan bahan dan

perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang sosial budaya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang sosial budaya berfungsi:

a. penyusunan rencana Kerja dan pengelolaan administrasi di bidang sosial
budaya;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi;

c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
Daerah bidang sosial budaya;

d. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah bidang sosial budaya;

e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan
pembangunan Daerah bidang sosial budaya;

f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan
rencana kerja Perangkat Daerah bidang sosial budaya;

g. pengoordinasian bahan musrenbang bidang sosial budaya;

h. pengevaluasian dan monitoring kebijakan teknis perencanaan bidang
sosial budaya;

i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sosial budaya; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 7
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 9
Bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah bertugas
melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan
pembangunan bidang penataan ruang dan pertanahan, perhubungan,
energi, sumber daya alam, pengairan, perumahan, kawasan permukiman
dan lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, penanggulangan
bencana Daerah, kerja sama pengembangan wilayah kerja sama
pembangunan antar wilayah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah berfungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan pengelolaan administrasi di bidang
perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan infrastruktur dan
pengembangan wilayah;
c. penyusunan rencana kerja dan pengelolaan administrasi bidang penataan
ruang dan pertanahan, perhubungan, energi, sumber daya alam,

pengairan, perumahan, kawasan permukiman dan xms‘r I _“;ﬁ
komunikasi dan informatika, penanggulangan behcan Ez

sama pengembangan wilayah kerja sama pembangunmaﬁiﬁar Wllayah “ﬂ

- :zPALA PERANGKAT DAERAH

HABAG HUKUM_
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d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
Daerah bidang penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, energi,
sumber daya alam, pengairan, perumahan, kawasan permukiman dan
lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana
Daerah, kerja sama pengembangan wilayah kerja sama pembangunan

~ antar wilayah;

€. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah bidang penataan ruang dan pertanahan,
perhubungan, energi, sumber daya alam, pengairan, perumahan,
kawasan permukiman dan lingkungan hidup, komunikasi dan
informatika, penanggulangan bencana Daerah, kerja sama pengembangan
wilayah kerja sama pembangunan antar wilayah;

f. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan
pembangunan Daerah bidang penataan ruang dan pertanahan,
perhubungan, energi, sumber daya alam, pengairan, perumahan,
kawasan permukiman dan lingkungan hidup, komunikasi dan
informatika, penanggulangan bencana Daerah, kerja sama pengembangan
wilayah kerja sama pembangunan antar wilayah;

g. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan
rencana kerja Perangkat Daerah bidang penataan ruang dan pertanahan,
perhubungan, energi, sumber daya alam, pengairan, perumahan,
kawasan permukiman dan lingkungan hidup, komunikasi dan
informatika, penanggulangan bencana Daerah, kerja sama pengembangan
wilayah kerja sama pembangunan antar wilayah;

h. pengoordinasian bahan musrenbang bidang penataan ruang dan
pertanahan, perhubungan, energi, sumber daya alam, pengairan,
perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, komunikasi
dan informatika, penanggulangan bencana Daerah, kerja sama
pengembangan wilayah kerja sama pembangunan antar wilayah;

i. pengevaluasian dan monitoring kebijakan teknis perencanaan bidang
penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, energi, sumber daya
alam, pengairan, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan
hidup, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana Daerah,
kerja sama pengembangan wilayah kerja sama pembangunan antar
wilayah,;

j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan infrastruktur dan
pengembangan wilayah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 8
Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Pengendalian
dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Bidang perencanaan pembangunan makro, pengendalian dan evaluasi
bertugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan,
koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi serta pelaporan terhadap
penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pendanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan
Daerah.

(2) dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang perencanaan pembangunan makro, pengendalian dan evaluasi
berfungsi: '

a. penyusunan program Kkerja dan pengelolaan administrasi di bidang

perencanaan pembangunan makro, pengendalian dasi

il €V / d 1 g
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanzmiﬁéﬁ‘éﬁAUTEEI'KASl

. . A Cf*-ﬂnjg’ wR ’
makro, pengendalian dan evaluasi; ASETEN( )

c. pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaaﬁgﬁa&f%%ﬁmm 4;

BCHIDARZURAR DACrdft Serta kewilayahan; { HABAG HUKUM ! ﬁ




(2)

8-

pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan
rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah;

pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk
mendukung perencanaan pembangunan Daerah;

pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran di Daerah;

pengoordinasian pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan
jangka panjang Daerah, rencana pembanguan jangka menengah Daerah
dan rencana kerja Perangkat Daerah;

melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah;

pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil
rencana pembangunan Daerah;

pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan tindak lanjut
permasalahan terhadap pencapaian tujuan;

pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan
data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan Daerah;
. pengelolaan dan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan

program pembangunan Daerah;

pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan
perencanaan kedepan;

pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan
perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah;

menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan
makro, pengendalian dan evaluasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 9
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

Bidang penelitian dan pengembangan bertugas pelaksanaan koordinasi,
merumuskan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan
pembinaan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang penelitian dan pengembangan berfungsi:

a.

b.
c.

-
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penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di penelitian
dan pengembangan;

perumusan kebijakan teknis di penelitian dan pengembangan,;
pelaksanaan  penyusunan  kebijakan  teknis  penelitian dan
pengembangan pemerintahan Daerah;

perumusan dan penentuan kebijakan program = perencanaan
pembangunan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan;
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah;
pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup Urusan Pemerintahan

Daerah; - PARAF AUTENTIKASI -

fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah; TR

4

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksar)mciﬁ‘ Pb‘npl)tmn dan
pengembangan di Daerah; PIEFALL PERANGKAT DAERAH

S

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian : dmmmangan

9

lingkup pemerintahan Daerah; bt
pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah;




(1)

(2)

(2)

(1)
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k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pembangunan;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan.

Bagian Kedua
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 12

Kepala Badan pengelola keuangan aset daerah bertugas membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan
aset.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan berfungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan aset daerah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis urusan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan keuangan
dan aset Daerah;
pelaksanaan administrasi Badan pengelolaan keuangan dan aset; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

ol e

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 13

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, dan

mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan

dan ketatausahan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan

kepegawaian serta keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekretaris berfungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan
program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan di bidang perencanaan
dan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

c. pembinaan operasional di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pembinaan kepegawaian; '

d. pengoordinasian tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengoordinasian tugas kepegawaian,;

e. pengawasan atas tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengawasan tugas kepegawaian; _

f. perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan program,
keuangan dan aset serta perumusan kebijakan tugas kepegawaian;

g penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanean—di—bidan -
perencanaan dan program, keuangan dan aseti_ %IEARQEA&M KASI il
kepegawaian; dan M&’{_N( ) 9.

i 7, PERANGKAT DAERAH

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpi:'

Pasal 14 KABAG HUKUM -

Sub bagian perencanaan dan program bertugas melaksanakan pembinaan
teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian
informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sub bagian perencanaan dan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
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a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian perencanaan dan program;

b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan, mengoordinasikan dan mengumpulkan data kebutuhan
penyusunan kebijakan perencanaan dan program,;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan keglatan
penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi,
analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah, dan rencana strategi di lingkungan Badan;

f. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan Badan;

h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka evaluasi program kerja
teknis Badan;

i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan
program;

j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan
program; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15
(1) Sub bagian keuangan dan aset bertugas melaksanakan pembinaan teknis
administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2) Uraian tugas sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian keuangan dan aset;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub
bagian keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;
e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi
pengelolaan keuangan dan aset;
f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai;
melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak
Daerah;
melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagﬁﬁj’rwm
aset dan Badan; dan e : , "
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinaﬁ“ L) qr

Fe s m

Pasal 16 K ARA 1
(1) Sub bagian kepegawaian dan umum bertugas melaksanaka‘"g %i
teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2) Uraian tugas sub bagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:



(1)
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melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
sub bagian kepegawaian dan umum;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian,
rumah tangga, umum, dan korpri;

melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan
Badan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan
kepegawaian dan umum;

melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan, dan hukum,;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan standar kompetensi
jabatan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan standar operasional
prosedur dan standar pelayanan minimum;

menyiapkan data dan informasi kepegawaian Badan, melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan informasi pegawai
pada setiap unit kerja Badan;

melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan, menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan
pengendalian kepegawaian;

melaksanakan kordinasi urusan kepegawaian dengan instansi terkait
serta menyusun/menyapaikan laporan kegiatan kepada
pimpinan/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan
sub bagian kepegawaian dan umum;

. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan
umum serta Badan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lepmamP ARAF AUTENTIKASI -

e ) o M

Paragraf 3 Ly LPtRANCKAT DAERMH| 4.

Bidang Anggaran ABAG HUKUM »
Pasal 17

Bidang anggaran bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap
penyelenggaraan bidang penyusunan anggaran, manajemen anggaran, dan
evaluasi APBD.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang anggaran berfungsi:

a.

b.

C.

™
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penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang
penyusunan anggaran, manajemen anggaran, dan evaluasi APBD;
penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang
penyusunan anggaran, manajemen anggaran, dan evaluasi APBD;
pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang penyusunan anggaran,
manajemen anggaran, dan evaluasi APBD;

pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan
anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja Daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan
Daerah pada Perangkat Daerah di Daerah;

penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran Daerah;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan tim anggaran Pemerintah Daerah;
penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan
poiakdarnacr: tugay darr farger bidarns armggararr; darn




L.
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melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 18

(1) Sub bidang penyusunan anggaran I bertugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Uraian tugas sub bidang penyusunan anggaran I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

(2)

(1)

()

a.

b.

C.

penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
penyusunan anggaran I;

penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
penyusunan anggaran I;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penyusunan anggaran [;
menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA
Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dengan bidang terkait;
menyiapkan surat keputusan Bupati tentang tim anggaran
pemerintahan daerah pengelola teknis SIPKD, penerima hibah dan
bantuan sosial;

menghimpun dan mengelola usulan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai
bahan penyusunan RAPD dan perubahan APBD;

bersama tim anggaran pemerintahan daerah membahas RKA Perangkat
Daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

menyusun bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dan perubahan APBD berkaitan dengan bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat;

melakukan verifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bersama tim anggaran
pemerintahan Daerah dengan kepala Perangkat Daerah;

menyiapkan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
apabila ada pergeseran antara rincian objek belanja bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan
anggaran I; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

Sub bidang penyusunan anggaran II bertugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan bidang perekonomian dan pembangunan.

Uraian tugas sub bidang penyusunan anggaran II sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
penyusunan anggaran II;

penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
penyusunan anggaran II;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penyusunan anggaran II;
menyusun naskah raperda tentang APBD dan perubahan APBD dan
menghimpun bahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan
perubahan APBD;

melakukan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap raperda
tentang APBD dan perubahan APBD bersama dengan tim anggaran

pemerintahan daerah dan Badan anggaran DPRD; PARAE AUTENTIKASI

menghimpun dan mengelola usulan anggaran pendap

Ao Y]
BIRTRE

pembiayaan bidang perekonomian dan pembangunan: : eHagdi bdhan

Y

penyusunan rancanagan APBD dan perubahan APBD;::#iLAPERANGKAT DAERAK

L FATAG HUKUN »

A
g
T
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g. bersama tim anggaran pemerintahan daerah membahas RKA Perangkat
Daerah bidang perekonomian dan pembangunan;

h. menyusun bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dan perubahan APBD berkaitan dengan bidang perekonomian dan
pembangunan;

i. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah bidang perekonomian dan pembangunan bersama tim
anggaran pemerintahan daerah dengan kepala Perangkat Daerah;

j. menyiapkan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD jika
terjadi pergeseran antara rincian objek belanja bidang perekonomian dan
pembangunan;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan
anggaran II; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 20
(1) Sub bidang penyusunan anggaran III bertugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan bidang administrasi umum.
(2) Uraian tugas sub bidang penyusunan anggaran III sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. .penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
penyusunan anggaran III;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
penyusunan anggaran IlI;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penyusunan anggaran III;

d. menyusun nota keuangan berikut pengantar nota keuangan tentang
rancangan APBD dan perubahan APBD untuk disampaikan kepada
DPRD;

e. menyiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah dan DPPA Perangkat Daerah oleh PPKD dan persetujuan oleh
sekretaris Daerah;

f. menghimpun dan mengelola usulan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan bidang administrasi umum sebagai bahan penyusunan
RAPD dan perubahan APBD;

g. bersama tim anggaran pemerintahan daerah membahas RKA Perangkat
Daerah bidang administrasi umum;

h. menyusun bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dan perubahan APBD berkaitan dengan bidang administrasi umum;

i. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah bidang administrasi umum bersama tim anggaran
pemerintahan daerah dengan kepala Perangkat Daerah;

j- menyiapkan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
apabila ada pergeseran antara rincian objek belanja bidang administrasi
umum,;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan
anggaran III; dan o

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan,i’—";xﬁ;ﬁ}: ;S.i JTENTIKASI ~

el ) 4

Paragraf 4
Bidang Perbendaharaan

1A PERANGKAT DAERAH| 4.

| ABAG HUKUM

T84

Pasal 21
(1) Bidang perbendaharaan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap
penyelenggaraan di bidang perbendaharaan, belanja tidak langsung, belanja
langsung dan pengelolaan kas.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang perbendaharaan berfungsi:

a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang perbendaharaan, belanja tidak langsung, belanja langsung dan
pengelolaan kas;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan, belanja tidak
langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas perbendaharaan, belanja
tidak langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perbendaharaan,
belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perbendaharaan,
belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas;

f. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan, belanja
tidak langsung, belanja langsung dan pengelolaan kas; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 22
(1) Sub bidang perbendaharaan bertugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan bidang perbendaharaan.
(2) Uraian tugas sub bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
perbendaharaan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
perbendaharaan;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang perbendaharaan;

d. melaksanakan register atas surat perintah membayar dan surat perintah
pencairan dana belanja Perangkat Daerah;

e. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan memverifikasi
dokumen surat perintah membayar;

f. menerima dan memeriksa surat pertanggungjawaban fungsional dari
bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah;

g. melaksanakan proses penerbitan surat perintah pencairan dana;

h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta
melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang perbendaharaan;
dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 23
(1) Sub bidang pengelolaan gaji bertugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan di bidang pengelolaan gaji.
(2) Uraian tugas sub bidang pengelolaan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pengelolaan gaji;
b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pengelolaan gaji;
c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman: dan pet qygﬁ:‘—
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pengelolaan gajl Y 1KASI

d. mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan grogram "ﬂ

kegiatan sub bidang gaji; LD LAFERANGKAT DAERAR| 4] B

e. mempersiapkan sistem penggajian, pelaporan dan data

SIPH yaRg CRKLF Jdft CFSICHn;



(1)

(2)

(1)
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melaksanakan register atas surat perintah membayar gaji;

g. meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan
pemberhentian pembayaran;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengelolaan gaji;
dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 24

Sub bidang pengelolaan kas bertugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta

pelaporan di bidang pengelolaan kas.

Uraian tugas sub bidang pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pengelolaan kas;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pengelolaan kas;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pengelolaan kas;

d. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan

pengeluaran Daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk

buku kas;

menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;

melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait

dalam rangka penyusunan posisi kas;

g. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah
melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan Daerah;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum Daerah sesuai dengan
dokumen surat perintah pencairan dana;

i. mempersiapkan bahan persyaratan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama pemerintah;

j- melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
pungutan pihak ketiga;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengelolaan kas;
dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

=0

Paragraf 5
Bidang Akuntansi

Pasal 25

Bidang akuntansi bertugas melaksanakan perumusan kebijakan,

koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap

penyelenggaraan di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja

Daerah, akuntansi manajemen dan evaluasi pertanggungjawaban.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang akuntansi berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan
pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang akuntansi

dan pelaporan pendapatan dan belanja Daerah;
c. mengoordinasian dan penyelenggaraan tugas aku PARAF A IE,NJ-J.

Sl

pendapatan dan belanja Daerah; ASISTEN{ ) i Yl

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugpEPALAPERMNGRAISAERIRD 4.

pelaporan pendapatan dan belanja Daerah; KABAG HUKUM




(1)

(2)

(1)

(2)
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e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang akuntansi dan
pelaporan pendapatan dan belanja Daerah;

f. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang akuntansi; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 26

Sub bidang akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah I bertugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan

Perangkat Daerah wilayah I.

Uraian tugas sub bidang akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah

I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah I;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah I;

¢. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang akuntansi dan pelaporan
Perangkat Daerah wilayah I;

d. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan pada Perangkat
Daerah wilayah I;

e. menyiapkan bahan, melakukan rekonsiliasi dan menyusun rekapitulasi
pendapatan pada Perangkat Daerah wilayah I;

f. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari
laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan
perubahan ekuitas pada Perangkat Daerah wilayah I;

g. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban pada Perangkat
Daerah wilayah I;

h. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan Kkeuangan
Perangkat Daerah wilayah I;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang akuntansi dan
pelaporan Perangkat Daerah wilayah I; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 27

Sub bidang akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah II bertugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan

Perangkat Daerah wilayah II.

Uraian tugas sub bidang akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah

II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah II;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
akuntansi dan pelaporan Perangkat Daerah wilayah II;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang akuntansi dan pelaporan
Perangkat Daerah wilayah II;

d. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan pada Perangkat
Daerah wilayah II;

e. menyiapkan bahan, melakukan rekonsiliasi dan menyusun pendapatan
pada Perangkat Daerah wilayah II;

f. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari

laporan realisasi anggaran, laporan operasional] nepRARAF RUTENTIKASI

N

perubahan ekuitas pada Perangkat Daerah wilayah II ASISTEN
g. melakukan evaluasi laporan per tmg@ngawabdthﬁT%éﬁzNéKAf EERAH

y, &

Daerah wilayah II;
KABAG HUKUM
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h. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan
Perangkat Daerah wilayah II.

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang akuntansi dan
pelaporan Perangkat Daerah wilayah II; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 28
(1) Sub bidang konsolidasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD
bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang konsolidasi laporan
keuangan dan pertanggungjawaban APBD.
(2) Uraian tugas sub bidang konsolidasi laporan keuangan dan
pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
konsolidasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
konsolidasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang konsolidasi laporan keuangan
dan pertanggungjawaban APBD;

d. melakukan konsolidasi rekonsiliasi laporan keuangan bulanan pada
Perangakt Daerah wilayah I dan II.

e. melakukan konsolidasi rekapitulasi pendapatan, pada wilayah I dan
wilayah II.

f. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah wilayah I

dan II;

g. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik
Daerah;

h. melakukan konsolidasi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas,
laporan perubahan ekuitas dan calk dari wilayah I dan wilayah II menjadi
laporan keuangan Daerah;

i. melakukan rekonsiliasi belanja modal di Perangkat Daerah dan bidang

aset serta melakukan konsolidasi belanja modal;

menyiapkan laporan pertanggungjawaban APBD;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang konsolidasi

laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

o

Paragraf 6
Bidang Aset Daerah

Pasal 29

(1) perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan
penatausahaan aset Daerah, penghapusan dan pemindahtanganan aset
Daerah, dan pengawasan aset Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang aset Daerah berfungsi:
a. pengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan Kkegiatan

penyusunan rencana dan program kerja bidang aset;

b. penghimpunan dan mempelajari peraturan per}hndm%ﬂﬂ&

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya mrnt)luuugdu q

dengan pengelolaan aset;
KEPALA PERANGKAT DAERAH| 41,

} KABAG HUKUM
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c. penyusunan rencana dan program kerja serta penyiapan petunjuk teknis
dan pedoman pengelolaan barang milik Daerah, administrasi umum yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan dan
penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan, inventarisasi danpenilaian,
pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan,
pengawasan dan pnegendalian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. penyiapan rancangan pedoman pengelolaan barang milik Daerah;

e. penyiapan penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan
perlengkapan dan pengadaan barang serta rencana tahunan barang
Daerah;

f. penyusunan standarisasi sarana dan prasana Pemerintah Daerah serta
standarisasi harga barang dan jasa, penyusunan dan penyampaian
laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna
tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pemegang
kekuasaan pengelola barang milik Daerah;

g. penyusunan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik Daerah atau
barang lainnya dari perolehan yang sah;

h. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik Daerah;

i. penyiapan administras pelaksanaan penghapusan atau
pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh
Bupati/DPRD berdasarkan mekanisme sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

j. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis pengawasan,
pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan inventarisasi dan penilaian
barang milik Daerah serta barang lainnya dari perolehan yang sah serta
pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah dan
barang lainnya dari perolehan yang sah;

k. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas bidang aset Daerah; dan

1. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 30
(1) Sub bidang penatausahaan barang milik Daerah bertugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
evaluasi serta pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah.
(2) Uraian tugas sub bidang penatausahaan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
penatausahaan barang milik Daerah;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
penatausahaan barang milik Daerah;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penatausahaan barang milik
Daerah;

d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan

barang bagi Perangkat Daerah;

menyusun buku standarisasi harga barang dan jasa;

menginventarisasi dan penilaian seluruh barang milik Daerah dan
barang lainnya dari perolehan yang sah sesuai peraturan;
melaksanakan sensus barang Daerah;

menyusun buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik

el e )

= 0

Daerah; PARAF AUTENTIKAS!

i. menyusun laporan hasil inventarisasi dan penilai

milik Daerah dan barang lainnya dari perolehan yang ) ' 4

KEPALA PERANGKAT DAERAH|  #/
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menghimpun dan merekapitulasi seluruh laporan mutasi barang,
laporan pengguna barang persemester, pertahun dan perlima tahun dari
masing-masing Perangkat Daerah;

menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpan barang
Perangkat Daerah;

melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai
dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penatausahaan
barang milik Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 31

Sub bidang pemanfaatan dan pengawasan barang milik Daerah bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengawasan
barang milik Daerah.

Uraian tugas sub bagian pemanfaatan dan pengawasan barang milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pemanfaatan dan pengawasan barang milik Daerah;

penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pemanfaatan dan pengawasan barang milik Daerah;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemanfaatan dan
pengawasan barang milik Daerah;

melakukan pengaturan, pengawasan dan melaporkan proses
penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik Daerah;
menerima daftar barang sumbangan/hibah dan melakukan verifikasi
barang yang didapat dari sumbangan /pihak ketiga dan usulan siapa
penggunanya yang diserahterimakan oleh pihak ketiga kepada
Pemerintah Daerah;

mengkoordinir pelaksanaan kodefikasi dan tanda status penggunaan
barang milik Daerah di seluruh Perangkat Daerah serta melakukan
penyimpanan bukti kepemilikan barang milik Daerah;

melakukan pemantauan penyelesaian awal permasalahan barang milik
Daerah dan mengambil upaya hukum untuk penyelesaian tahap
selanjutnya;

membantu  pengelola mempelajari surat permohonan/usulan
peminjaman barang milik Daerah dan menyiapkan surat perjanjian
pinjam pakai;

melakukan pengkajian kelayakan usulan penyewaan barang milik
Daerah dan memberikan rekomendasi kepada pengelola serta
menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa;

melakukan pengkajian kelayakan usulan tukar menukar barang milik
Daerah dan memberikan rekomendasi kepada pengelola serta
menyiapkan surat perjanjian tukar menukar barang milik Daerah;
menerima, meneliti dan membahas surat permohonan/proposal kerja
sama pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang diajukan pihak lain;

melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai
dengan bidang tugasnya;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pemanfaatan dan
pengawasan barang milik Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpingn.: PARAF AUTENTIKASI

~

ASISTEN( )

|
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Pasal 32

(1) Sub bidang penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah
bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik Daerah.

Uraian tugas sub bagian penghapusan dan pemindahtanganan barang milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2)

(1)

a.

b.

C.

penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik Daerah;

mempelajari, meneliti, kajian dari sisi kondisi fisik, teknis dan ekonomis
dan melakukan rekapitulasi usulan penghapusan barang dari seluruh
Perangkat Daerah dan mengajukan usulan penghapusan barang dari
daftar induk inventaris barang milik Daerah;

menyiapkan surat permohonan pengelola barang kepada Bupati tentang
permohonan persetujuan atas rencana penghapusan barang milik
Daerah dengan lampiran berita acara hasil penelitian panitia
penghapusan barang milik Daerah;

menyiapkan surat ketetapan penghapusan barang milik Daerah beserta
tindak lanjut dari penghapusan yang ditandatangani pengelola barang
atau Bupati sesuai dengan batasan kewenangannya,

melakukan persiapan administrasi, kajian teknis dan kajian ekonomis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum
pelaksanaan pemindahtanganan,;

membantu pengelola menyiapkan surat Bupati tentang permohonan
persetujuan DPRD atas rencana pemindahtanganan barang milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan;

menyiapkan surat ketetapan Bupati tentang pemindahtanganan barang
milik Daerah dan menyiapkan surat perjanjian pemindahtanganan yang
ditandatangani oleh pengelola atau Bupati sesuai dengan batasan
kewenangannya.

melakukan persiapan administrasi, kajian teknis dan kajin ekonomis dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum
pelaksanaan pemusnahan barang milik Daerah;

menyiapkan surat ketetapan Bupati tentang pemusnahan barang milik
Daerah dan menyiapkan surat persetujuan pemusnahan barang milik
Daerah yang ditandatangani oleh pengelola atau Bupati sesuai dengan
batasan kewenangannya.

melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai
dengan bidang tugasnya;

. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Badan Pendapatan Daerah PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN( )} . -
Paragraf I KEPALA PERANGKAT DAERAH
Kepala Badan l(ABAG HUKUM 2

A}

Pasal 33

Kepala Badan pendapatan Daerah bertugas membantu Bupati dalam
menyelenggaran Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.



(2)

(2)
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan berfungsi: '

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan di
bidang pendapatan Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan di bidang
pendapatan Daerah;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis urusan keuangan di bidang pendapatan Daerah;

d. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang urusan keuangan di bidang pendapatan Daerah;

pelaksanaan administrasi Badan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

-0

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 34

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, dan

mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan

dan ketatausahan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan
kepegawaian serta keuangan dan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekretaris berfungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan
program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan di bidang perencanaan
dan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;

c. pembinaan operasional di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pembinaan kepegawaian;

d. pengoordinasian tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengoordinasian tugas kepegawaian;

e. pengawasan atas tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengawasan tugas kepegawaian,;

f. perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan program,
keuangan dan aset serta perumusan kebijakan tugas kepegawaian;

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang
perencanaan dan program, keuangan dan aset serta pembinaan
kepegawaian; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 35

Sub bagian perencanaan dan program bertugas melaksanakan pembinaan

teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian

informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sub bagian perencanaan dan program sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian perencanaan dan program;

b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan, mengoordinasikan dan mengumpulkan data kebutuhan
penyusunan kebijakan perencanaan dan program,;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi,

analisis, pengolahan dan penyajian informasi; ~ PARAF AUTENTIKASI
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e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah, dan rencana strategi di lingkungan Badan;

f. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan Badan;

h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka evaluasi program kerja
teknis Badan;

i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan
program,;

j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan
program; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 36
(1) Sub bagian keuangan dan aset bertugas melaksanakan pembinaan teknis
administrasi, pengelolaan keuangan dan asset.
(2) Uraian tugas sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi: ‘
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program Kerja
sub bagian keuangan dan aset;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;
e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi
pengelolaan keuangan dan aset;

f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai;

g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak
Daerah;

h. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

i. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

j- melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan
aset dan Badan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 37
(1) Sub bagian kepegawaian dan umum bertugas melaksanakan pembinaan
teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2) Uraian tugas sub bagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
sub bagian kepegawaian dan umum;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian,
rumah tangga, umum, dan korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan kc@é—di—hh%mn?.n___

d. melaksangkan penyiapan bahan koordinasi ppA8i§TB{an) urusan|
kepegawaian dan umum; KEPALA PERANGKAT DAERAR| 4
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e. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan, dan hukum;

f. melaksanakan pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan standar kompetensi
jabatan;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan standar operasional
prosedur dan standar pelayanan minimum;

h. menyiapkan data dan informasi kepegawaian Badan, melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan informasi pegawai
pada setiap unit kerja Badan;

i. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan, menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan
pengendalian kepegawaian;

j. melaksanakan kordinasi urusan kepegawaian dengan instansi terkait

serta menyusun/menyapaikan laporan kegiatan kepada
pimpinan/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan
sub bagian kepegawaian dan umum;

m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan
umum serta Badan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah

Pasal 38

Bidang pendaftaran dan penetapan pendapatan Daerah bertugas membantu

Kepala Badan dalam menyelenggarakan penyusunan program Kkerja,

memberikan bimbingan teknis mengenai rencana pendataan dan

pendaftaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang pendaftaran dan penetapan pendapatan Daerah berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan penetapan
pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
sesuai kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang
pendaftaran dan penetapan pendapatan Daerah;

c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan
mengolah data objek dan subjek pajak Daerah;

d. penyusunan daftar induk wajib pajak Daerah;

e. penghitungan dan penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

f. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat

perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan
pajak Daerah.

g. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyeme 1-bajran
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang L m,ﬁ”! TIKASI =
penetapan pendapatan Daerah; dan ASISTEN ( M

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpindmgpa| A PERANGKAT DAERAH ‘4’,
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Sub bidang pendataan dan pendaftaran bertugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi
serta pelaporan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan
kehutanan.
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Uraian tugas sub bidang pendataan dan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pendataan dan pendaftaran;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pendataan dan pendaftaran;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pendataan dan pendaftaran;

d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran,
SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak.

e. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap objek dan subyek pajak
Daerah;

f. membuat surat pengukungan dan surat penunjukan sebagai wajib pajak
sarang burung wallet;

g. melaksanakan pencatatan data pajak Daerah dalam daftar induk wajib
pajak dan daftar wajib pajak per golongan;

h. melaksanakan pencatatan data pajak Daerah dalam kartu data;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pendataan dan
pendaftaran; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 40
Sub bidang verifikasi dan validasi bertugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan bidang verifikasi dan validasi.
Uraian tugas sub bidang verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
verifikasi dan validasi;
b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
verifikasi dan validasi;
c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang verifikasi dan validasi;
d. menditribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD
BPHTB;
menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2;
membuat dan menerbitkan NPWPD;
melakukan pelayanan pengaduan di bidang pajak Daerah;
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang verifikasi dan
validasi; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

SR oo

Pasal 41
Sub bidang pengelohan data dan penetapan bertugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi
serta pelaporan bidang pengelohan data dan penetapan.
Uraian tugas sub bidang pengelohan data dan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pengelohan data dan penetapan;
b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pengelohan data dan penetapan;
c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang

penetapan; i A RlASl

d. melakukan penilaian nilai jual obyek pajak; ASISTEN( )

KEPALA PERANGKAT DAERAH

K

4
¥
'KABAG HUKUM %




(1)

()

25-

e. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB-P2, menerbitkan dan
mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBB-P2
kepada wajib pajak;

f. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data
mutasi PBB-P2 berdasarkan SSPD BPHTB;

g. melaksanakan pehitungan dan penetapan secara jabatan pajak Daerah
serta menerbitkan surat ketetapan pajak Daerah dan surat
pemberitahuan pajak terhutang PBB-P2;

h. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar;

i. melakukan entri data hasil pelayanan PBB-P2 dan perubahan peta;

j. memproses permohonan mutasi obyek pajak;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengelohan data
dan penetapan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3
Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah bertugas membantu

Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan

bimbingan teknis dalam pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan pelaporan
pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
sesuai kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang

pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah

kedalam daftar jenis pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan
lain-lain serta DHKP PBB-P2;

e. pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB-P2;

pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak

dari pemerintah pusat dan propinsi;

g. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan
pendapatan Daerah lainnya;

h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;

penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembukuan dan pelaporan
pendapatan Daerah; dan

j- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

o 0
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Pasal 43
Sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang pembukuan dan pelaporan pajak
dan retribusi Daerah.

Uraian tugas sub bidang pembukuan dan pelaporan pajakPARAFAUTENTIKASI

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ASISTEN{ )
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penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi Daerah;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pembukuan dan pelaporan
pajak dan retribusi Daerah,; ‘

merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan pajak
dan retribusi Daerah;

melaksanakan pencatatan penerimaan pajak Daerah dan retribusi
Daerah kedalam daftar jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah;
melaksanakan koordinasi pemunguntan pajak Daerah dan retribusi
Daerah;

menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah Nihil, dan Surat
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar;

menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi
Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pembukuan dan
pelaporan pajak dan retribusi Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 44

(1) Sub bidang pembukuan dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang pembukuan dan pelaporan PBB-
P2 dan BPHTB.

(2) uraian tugas sub bidang pembukuan dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

o
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penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pembukuan dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;

penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pembukuan dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pembukuan dan pelaporan
PBB-P2 dan BPHTB;

menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB-P2 dan SSPD
BPHTB;

melakukan pembukuan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;

melakukan koordinasi pemungutan PBB-P2;

menyusun laporan PBB mingguan dan bulanan dan BPHTB bulanan;

. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan PBB-
P2 dan BPHTB; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 45

(1) Sub bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan lain-lain bertugas
bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang pembukuan dan
pelaporan pendapatan lain-lain.

(2) Uraian tugas sub bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan lain-lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana k@mMMTﬁMMS'

pembukuan dan pelaporan pendapatan;

pembukuan dan pelaporan pendapatan; ASISTEN( )
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c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pembukuan dan pelaporan
pendapatan;

d. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
dari pemerintah pusat dan provinsi;

e. melakukan pembukuan penerimaan pendapatan Daerah selain pajak
Daerah dan retribusi Daerah;

f. melakukan pembukuan penerimaan tunggakan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

melakukan koordinasi pemungutan pendapatan Daerah lainnya;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pembukuan dan
pelaporan pendapatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

50

Paragraf 4
Bidang Penagihan dan Keberatan

Pasal 46

(1) Bidang penagihan dan keberatan bertugas membantu Kepala Badan dalam
memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan bimbingan teknis dalam
bidang penagihan dan keberatan serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Pimpinan.

(2) Dalam menyelenngarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang penagihan dan keberatan berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan keberatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan
Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang
penagihan dan keberatan;

c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan
keberatan;

d. pelaksanaan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah dan
pendapatan Daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;

e. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan,
pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;

f. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan;

g. penylapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penagihan dan keberatan;
dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 47
(1) Sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah bertugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
evaluasi serta pelaporan bidang penagihan pajak Daerah dan retribusi
Daerah.
(2) Uraian tugas sub bidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b
a. penyusunan program kerja dan pengelolaan adminis FA.RAF A NTIKAS! |
penagihan pajak dan retribusi Daerah; a .
b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatStPALAPERANGKABDAERAR| 4
penagihan pajak dan retribusi Daerah; “ABAG HUKUM / 2
c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penagihan pajak Daerah dan
FEHIEDUSE DACFafR;
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d. menyiapkan dan mendistribusikan dan dokumentasi yang berhubungan
dengan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

e. melakukan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah dan
pendapatan Daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh
tempo;

f. melakukan perhitungan tunggakan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
g. memproses kadarluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penagihan pajak
dan retribusi Daerah; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 48
(1) Sub bidang keberatan pajak Daerah dan retribusi Daerah bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang keberatan pajak daerah dan
retribusi daerah.
(2) Uraian tugas sub bidang keberatan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
keberatan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
keberatan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang keberatan pajak Daerah dan
retribusi Daerah;

d. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

e. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;

f. memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;

g. memproses kompensasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan
Daerah lainnya;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang keberatan pajak
Daerah dan retribusi Daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 49
(1) Sub bidang penelitian lapangan pajak Daerah dan retribusi Daerah bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang penelitian lapangan pajak Daerah
dan retribusi Daerah.
(2) Uraian tugas sub bidang penelitian lapangan pajak dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
penelitian lapangan pajak dan retribusi Daerah;
b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
penelitian lapangan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang penelitigrnedaPRRAFAPPENTIKAS] #

Daerah dan retribusi Daerah; o )
d. mengadakan penelitian lapangan Pajak Daerah, Ret] ﬁ,s“'”:[ENE‘,‘aeLO‘" -dan s,u A

pendapatan Daerah lalnnya P REPALA PERHNG%&T DAERAH /’ z

e. melakukan penelitian lapangan atas permohonamA%W dan ! %
pengurangan pajak Daerah, retribusi dan pendapatan ‘Daerah lainnya;

f. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2;

g. melakukan pengambilan gambar/dokumentasi penelitian lapangan atas
permohonan keberatan,;




(1)

(2)

(1)
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h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang penelitian
lapangan pajak dan retribusi Daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Potensi dan Evaluasi

Pasal 50

Bidang pengembangan potensi dan evaluasi bertugas dan fungsi membantu

Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan

bimbingan teknis dalam pengembangan potensi dan evaluasi, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang pengembangan potensi dan evaluasi berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi dan
evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai
kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang

pengembangan potensi dan evaluasi;

perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan Daerah;

perumusan kebijakan teknis peningkatan pendapatan Daerah;

e. pembinaan teknis operasional kepada Perangkat Daerah yang
melaksanakan pemungutan retribusi Daerah dan pendapatan Daerah
lainnya;

f. perumusan rancangan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan
keputusan Bupati serta revisi yang berhubungan dengan pendapatan
Daerah;

g. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan potensi
dan evaluasi; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

P o

Pasal 51
Sub bidang pengembangan potensi pendapatan daerah bertugas bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan potensi
pendapatan daerah.

Uraian tugas sub bidang pengembangan potensi Wﬁﬁmm -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan adminis t&%f %(gub bidang
pengembangan potensi pendapatan Daerah,; - REPALAPERANGRAT DAERAH

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegataqg@e meldang

2

pengembangan potensi pendapatan Daerah;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pengembangan potensi
pendapatan Daerah;

d. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan
operasional di bidang intensifikasi pendapatan Daerah;

e. mengumpulkan dan menganalisa data potensi sebagai bahan koordinasi
pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;

f. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di
bidang intensifikasi terkait pengembangan potensi pendapatan;

g. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang
perpajakan, retribusi dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang
intensifiksasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah dalam rangka
pengembangan potensi.



(1)

(2)
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i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pengembangan
potensi pendapatan Daerah; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 52

Sub bidang perumusan dan informasi peraturan perundang-undangan

bertugas bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang
perumusan dan informasi peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sub bidang perumusan dan informasi peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
perumusan dan informasi peraturan perundang-undangan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
perumusan dan informasi peraturan perundang-undangan;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang perumusan dan informasi
peraturan perundang-undangan;

d. mengidentifikasi potensi sumber pendapatan Daerah,;

e. menyiapkan bahan dan menyusun naskah rancangan peraturan Daerah,
peraturan Bupati dan keputusan Bupati;

f. menyiapkan dan menyusun naska revisi raperda dan aturan lainnya
terkait pendapatan Daerah;

g. melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan Daerah terkait dengan
pendapatan Daerah dan program kerja di bidang pendapatan Daerah;

h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang perumusan dan
informasi peraturan perundang-undangan; dan

J- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 53

Sub bidang pembinaan dan evaluasi pendapatan bertugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan dan evaluasi pendapatan.

Uraian tugas sub bidang pembinaan dan evaluasi pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di sub bidang
pembinaan dan evaluasi pendapatan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di sub bidang
pembinaan dan evaluasi pendapatan;

c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang pembinaan dan evaluasi
pendapatan;

d. melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah;

e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta pembinaan pada
pengelola pendapatan asli Daerah;

f. melakukan pemantauan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah
serta penguatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan dan
evaluasi pendapatan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan PARAF AUTENTIKASI
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Bagian Keempat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 54

(1) Kepala Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan berfungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis urusan kepegawalan dan pengembangan
sumber daya manusia;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan administrasi Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 55

(1) Sekretaris bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan
Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekretaris berfungsi:

a.

b.

C.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan
program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian,;

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan di bidang perencanaan
dan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;
pembinaan operasional di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pembinaan kepegawaian,;

pengoordinasian tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengoordinasian tugas kepegawaian;

pengawasan atas tugas di bidang perencanaan dan program, keuangan
dan aset serta pengawasan tugas kepegawaian;

perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan program,
keuangan dan aset serta perumusan kebijakan tugas kepegawaian,;
penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang
perencanaan dan program, keuangan dan aset serta pembinaan
kepegawaian; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 56

(1) Sub bagian perencanaan program dan kepegawaian bertugas melaksanakan
pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan
penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program,
pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat serta
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian tugas sub bagian perencanaan program dan kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

PARAF AUTENTIKASI

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyuéun*mma—kgm
sub bagian perencanaan program dan kepegawaian; .
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menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan di sub bagian
perencanaan program dan kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan dan hukum;

melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah dan rencana strategi di lingkungan Badan serta
melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan,
penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan
minimum;

menyiapkan data dan informasi kepegawaian Badan, melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan informasi pegawai
pada setiap unit kerja Badan;

melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan Badan;

mengumpulkan data dan informasi dalam rangka evaluasi program kerja
teknis Badan;

melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian perencanaan
program dan kepegawaian;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 57

Sub bagian keuangan dan aset bertugas melaksanakan pembinaan teknis
administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

™

FeE m

melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian keuangan dan aset;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub
bagian keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;

melakukan wurusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi
pengelolaan keuangan dan aset;

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai;

melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak
Daerah;

melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan

aset dan Badan; dan

., PARAF AUTENTIKASI

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpi mc SN )
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Paragraf 3
Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Aparatur

Pasal 58
(1) Bidang pengadaan, informasi dan kinerja aparatur bertugas melaksanakan
perencanaan formasi jabatan dan pengadaan pegawai aparatur sipil negara,
pengembangan karir dan promosi serta pengelolaan sistem informasi
kepegawaian, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang pengadaan, informasi dan kinerja aparatur berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, informasi dan kinerja
aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai
kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang
pengadaan, informasi dan kinerja aparatur;

c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

d. menyelenggarakan pengadaan aparatur sipil negara;

e. melaksanakan verifikasi database informasi kepegawaian;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan informasi kepegawaian;

g. merencanakan, mengoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan
dan hasil penilaian kinerja dan promosi;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pengadaan, informasi
dan kinerja aparatur; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Mutasi, Disiplin dan Penghargaan

Pasal 59
(1) Bidang mutasi, disiplin dan penghargaan bertugas pelaksanaan kegiatan
mutasi dan pensiun, memproses kenaikan pangkat, disiplin dan
penghargaan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang mutasi, disiplin dan penghargaan berfungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi, disiplin dan penghargaan
aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai
kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang mutasi,
disiplin dan penghargaan;

c. pelaksanaan proses mutasi, pemberhentian dan pemberian
penghargaan;

d. mengoordinasikan pelaksanaan muta81 pemberhentian dan usulan
pemberian penghargaan; ,

e. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi, pemberhentian dan usulan
pemberian penghargaan;

f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan mutasi, pemberhentlan dan usulan

pemberian penghargaan;

memfasilitasi lembaga profesi aparatur sipil negara;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang mu‘raqi disiplin dan
penghargaan; dan PARAF AUT ENTIKASI k4
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh leplWEM )

T4
WEPAL A PERANGHAT DAERAH r

“ABAG HUKUM 2

50




34-

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pasal 60
(1) Bidang pengembangan kompetensi aparatur bertugas dalam pelaksanaan
kegiatan diklat berjenjang dan sertifikasi, diklat teknis fungsional, dan
pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang pengembangan kompetensi aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi
aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai
kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang
pengembangan kompetensi aparatur;

c. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;

d. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

e. melaksanakan pengoordinasian dan kerja sama pelaksanaan seleksi
jabatan;

f. pelaksanaan perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan
sertifikasi;

memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

kompetensi;

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan
kompetensi aparatur; dan

j- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5 09

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 61
(1) Kepala Badan penanggulangan bencana Daerah bertugas membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan
bencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan berfungsi:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan
Pemerintah Daerah dan Badan nasional penanggulangan bencana
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup
pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta
rekontruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan  standarisasi = serta  kebutuhan  penyelanggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanankan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan organisasi Perangkat
Daerah lainnya instansi vertikal di Daerah dan pusat, lembaga usaha
dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca
bencana;

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

@ oo A

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setia saaipiﬁiRExAiﬂﬁﬁﬁK ASI

darurat bencana;
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h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 62

Sekretaris bertugas membantu kepala pelaksana dalam pengoordinasian

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, keuangan,

aset, administrasi kepegawaian dan sumber daya serta kerja sama.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekretaris berfungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja,
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum,;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi
keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum,;

d. pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretariatan; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 63

Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan bertugas melaksanakan

pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan

penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program,
dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sub bagian perencanaan program dan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian perencanaan program dan pelaporan;

b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan, mengoordinasikan dan mengumpulkan data kebutuhan
penyusunan kebijakan sub bagian perencanaan program dan pelaporan;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi,
analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah, dan rencana strategi di lingkungan Badan;

f. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan Badan; b

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta; @&%%?BAE‘QEUI';EL‘PKASI
lingkungan Badan; A T

h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka evalud&t&ﬂt?éﬂﬁafﬂ RARRAH
teknis Badan; CABAG HUKUM:

i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluaéi daim pelaporan
pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan
program;
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j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan
program dan pelaporan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 64
(1) Sub bagian keuangan bertugas melaksanakan pembinaan teknis
administrasi, pengelolaan keuangan.
(2) uraian tugas sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian keuangan;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub
bagian keuangan dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;
e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi
pengelolaan keuangan dan aset;

f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai;

g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak
Daerah;

h. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

i. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

j. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan
Badan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 65
(1) Sub bagian kepegawaian umum bertugas bertugas melaksanakan
pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan
surat menyurat.
(2) Uraian tugas sub bagian kepegawaian umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
sub bagian kepegawaian umum;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian,
rumah tangga, umum, dan korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan
Badan,;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan
kepegawaian dan umum;

e. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,

perpustakaan, dan hukum; - PARAF AUT‘ENTlKASl
fg

f. melaksanakan pengoordinasian penyusunan analis terr—aneltets
beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan dan s} tensi \f

jabatan: " {ZPALA PERANGKAT DAERAR| 2

g melaksanakan pengoordinasian penyusunan stérmgggg Hipgs@sional

prosedur dan standar pelayanan minimum;
h. menyiapkan data dan informasi kepegawaian Badan, melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan informasi pegawai
pada setiap unit kerja Badan;
i. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pegawai melalui

pendidikan dan pelatihan, menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan
PCRECHUEAIAT KCPEgRWRIAHR;
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(2)
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j. melaksanakan kordinasi urusan kepegawaian dengan instansi terkait

serta menyusun/menyapaikan laporan kegiatan kepada
pimpinan/instansi terkait sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor; :

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan
sub bagian kepegawaian dan umum;

m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian
umum serta Badan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 66

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempuyai tugas membantu kepala

pelaksana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,

koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada pra bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berfungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;

c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan pada pra bencana;

d. pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan program dan kegiatan
pencegahan dan kesiapsiagaan;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan
pencegahan dan kesiapsiagaan di Daerah;

f. penyusunan rencana kerja pengelolaan data dan informasi peta rawan

bencana Daerah;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan

terhapap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

=

Paragraf 4 AEMF;A;RAF AUTENTIKASI
Bidang Kedaruratan dan Logistik ;222 L) I
| FCFALA PERANGKAT DAERAH] 4}

Pasal 67 KABAG HUKUM

Bidang kedaruratan dan logistik bertugas membantu Keépala petakszma

dalam perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan terhadap penyelengaraan di bidang kedaruratan logistik pada

tanggap darurat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang kedaruratan dan logistik berfungsi:

a. perumusan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi
di bidang kedaruratan dan logistik;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;

c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan bidang kedaruratan
dan logistik;

d. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan
kedaruratan dan logistik;

e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang kedaruratan dan logistik;




(1)

(2)

(2)
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f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka penanganan
tanggap darurat Daerah;

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan
logistik kepada pimpinan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 68

Rekonstruksi bertugas membantu kepala pelaksana dalam perumusan

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

terhadap penyelenggaraan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi pada pasca
bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berfungsi:

a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang rekontruksi dan rehabilitasi;

b. perumusan kebijakan teknis teknis di bidang rekontruksi dan
rehabilitasi;

c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang
rekontruksi dan rehabilitasi;

d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang rekontruksi dan
rehabilitasi;

e. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan
rekontruksi dan rehabilitasi;

f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka
pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekontruksi dan
rehabilitasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PARAF AUTENTIKASI -

Paragraf 1 ASISTEN( ) = 9.
Kepala Badan | KEPALA PERANGKAT DAERAH .
| KABAG HUKUM ‘2
Pasal 69 ‘ v

Kepala Badan bertugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta
mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan berfungsi:

a. penyusunan program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di
bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik;

c. penyusunan rencana strategis, rencanan kerja tahunan dan laporan
pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. penyiapan dan perumusan bahan peraturan perundang-undangan di
bidang kesatuan bangsa dan politik;

e. pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan
nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi
dan Politik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.




(1)

(2)

(1)
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Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 70

Sekretaris bertugas memberikan pelayanan administrasi meliputi

perencanaan program, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum di

lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),

sekretaris berfungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum,;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana Kerja,
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum,;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi
keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;

d. pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum,;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretariatan; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 71

Sub bagian penyusunan program bertugas melaksanakan pembinaan teknis

pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian

informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sub bagian penyusunan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian penyusunan program;

b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan, mengoordinasikan dan mengumpulkan data kebutuhan
penyusunan kebijakan sub bagian penyusunan program;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana Kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi,
analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah, dan rencana strategi di lingkungan Badan;

f. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan Badan;

h. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka evaluasi program kerja
teknis Badan;

i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan
program;

j- melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan

program; dan -
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpix.ﬁitﬂT::?AF) AUTENTlK\?‘SI
|1 7PLLA PERANGKAT DAERAH| -
- \ABAG HUKUM_ g
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Pasal 72

(1) Sub bagian tata usaha bertugas bertugas melaksanakan pembinaan teknis
pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

(2) Uraian tugas sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

b.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
sub bagian tata usaha;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian,
rumah tangga, umum, dan korpri;

melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan
Badan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan
kepegawaian dan umum;

melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan dan hukum;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis
beban Kkerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan standar kompetensi
jabatan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan standar operasional
prosedur dan standar pelayanan minimum,;

menyiapkan data dan informasi kepegawaian Badan, melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan informasi pegawai
pada setiap unit kerja Badan;

melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan, menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan
pengendalian kepegawaian;

melaksanakan kordinasi urusan kepegawaian dengan instansi terkait
serta menyusun/menyapaikan laporan kegiatan kepada
pimpinan/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan
sub bagian kepegawaian dan umum;

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha serta
Badan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 73

(1) Sub bagian keuangan dan perlengkapan bertugas melaksanakan pembinaan
teknis administrasi dan pengelolaan keuangan.

(2) Uraian tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
sub bagian keuangan dan perlengkapan;

menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub
bagian keuangan dan perlengkapan dengan pihak lain dan unit kerja

terkait; ___ PARAF AUTENTIKASI

melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan k SRR peTgCtotean
keuan d . P g e\ 3 ) 7
gan dan aset;

melakukan wurusan perbendaharaan, verifikasi d&mﬁ PrAANGA AT BAERAH

L

pengelolaan keuangan dan aset; - SABAG HUKUM -

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai;

—te-
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melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak
Daerah;

melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan
perlengkapan dan Badan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3
Bidang Bina Ideologi

Pasal 74

Bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa bertugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis
serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang
bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa berfungsi:

a.

b.

C.

X

e e

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpi ine

penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
perumusan kebijakan teknis teknis di bidang bina ideologi, wawasan
kebangsaan, dan karakter bangsa;

pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di Daerah,;

pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa
di Daerah;

pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di
Daerah;

pelaksana pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan
cinta tanah air Daerah;

pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di Daerah;
pelaksana penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan
lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional Daerah
serta penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di Daerah;
revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila Daerah;

pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di Daerah;

penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara, serta
lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan
wujud eksitensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan
negara Daerah serta pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai
perjuangan kebangsaan Daerah;

pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan undang-
undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 Daerah;
pelaksanaan dan pembinaan pembauran Kkebangsaan Daerah,
pelestarian bhinneka tunggal ika Daerah, pelaksanaan pembinaan
kesadaran, semangat, dan jiwa Nasionalisme Daerah;

pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa Daerah
serta peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara
kesatuan Daerah;

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang bina ideologi,

wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa; dan | PARAF AUTENTIKASI
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Paragraf 4
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 75

(1) Bidang politik dalam negeri bertugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan politik dalam
negeri.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
bidang politik dalam negeri berfungsi:

a.

b.
c.

e

o= o S

e

el

penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang
politik dalam negeri;

perumusan kebijakan teknis teknis di bidang politik dalam negeri;
pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam
negeri di Daerah;

pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi dalam
negeri di Daerah;

peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan
Pancasila di Daerah;

peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik Daerah;

fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Daerah;
pelaksana dan fasilitasi pendidikan politik di Daerah;

fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya dan
budaya politik di Daerah;

penyusunan data dan informasi partai politik Daerah,;

fasilitas peningkatan Kkapasitas kelembaggan partai politik di
Daerah;pelaksana verifikasi bantuan keuangan partai politik di Daerah;
pelaksana komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik
dalam negeri di Daerah;

. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri Daerah;

fasilitasi pelaksana verifikasi keberadaan partai politik sebagai Badan
hukum di Daerah;

pemantauan pelaksana pemilihan umum presiden dan wakil presiden di
Daerabh;

pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat,

dewan perwakilan daerah dan DPRD pemantauan pelaksanaan

pemilihan Bupati di Daerah;

pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Daerah;

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang politik dalam negeri;

dan | - PARAF AUTENTIKASI

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinat
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Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisaés:i; Komagramktan

Pasal 76

(1) Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyakatan
bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan
bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi
kemasyakatan. .

(2) Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyakatan
berfungsi:

a.

penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi
kemasyakatan;

perumusan kebijakan teknis teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
BLiFdYet, (FadFl OFEURISast Kemasyakatan;—




(2)

43-

c. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di Daerah;

d. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam,
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan sosial, ketahanan
seni, budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan
sumber daya alam di Daerah;

f. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan
sumber daya alam di Daerah;

g. palaksana monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang
berdamapak pada stabilitasi pemerintahan dalam negeri di Daerah;

h. pelaksana monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang
berdampak pada stabilitasi pemerintahan dalam negeri di Daerah,;

i. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang
berdamapak pada ketahanan nasional Daerah;

j. pelaksana dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan Daerah;

k. pelaksana monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak

pada stabilitasi pemerintahan dalam negeri di Daerah;

fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di Daerah;

pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat

persatuan dan kesatuan di Daerah;

n. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa Daerah sebagai bentuk
manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di
Daerah;

o. fasiliatsi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema
kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di Daerah;

p. fasiliatasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam
negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di Daerah;

q. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayar
kepercayaan di Daerah;

r. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan
pengawasan organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta
pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;

s. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan

laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan ekonomi,

.B!_‘

sosial, budaya dan organisasi kemasyakatan; |+ PARAF AUTENTIKASI

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan;
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Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan' Nagfamabi i)

19‘

Pasal 77

Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan mnasional bertugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis

serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang

penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional berfungsi:

a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;

b. perumusan kebijakan teknis teknis di bidang penanganan konflik dan
kewaspadaan nasional,

c. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan
nasiaonal dan penanganan konflik di Daerah;

d. pemetaan kondisi stabilitasi keamanan dalam negeri, dampak teknologi
dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan
aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Daerah;

e. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitasi keamanan
alasss WMoOxGr: Ui Iaoreris;

L
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f. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia
bidang intelejen di Daerah;

g. pelaksana deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan di
Daerah;

h. pengolahan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di
Daerabh;

i. penyelesaian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan
kebijakan strategis di Daerah;

j. pelaksaan analisis dan penginterprestasian informasi strategis dan
kebijakan strategis di Daerah;

k. penyusunan hasil analisa dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan
strategis serta perkiraan di Daerah;

1. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan
informasi di Daerah;

m. pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah,;

n. pelaksaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di Daerah;
pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di
Daerah;

p. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan
tenaga kerja asing di Daerah;

q. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik,
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan
perundang-undangan di Daerah;

r. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan konflik
dan kewaspadaan nasional; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 78

(1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok
Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja
untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh
setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban
kerja serta permasalahan yang dihadapi.

(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat
fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan
memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas.

(6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan Kelompok

Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan kqm
perundang-undangan. __ MB ﬁﬁ‘ﬂKASl*’ﬁl
(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dltetapkan deﬁgﬁman "11
Bupati. . - P5LA PERANGRAT DAERAH g
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Pasal 79 -

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,
terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Jumlah, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 80
(1) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan menurut jenis
dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 81
(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya,
Badan menyusun standar operasional prosedur kerja.
(2) Standar operasional prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 82

(1) Dalam menyelenggarakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.

(2) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggaraan negara;
c. kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f.

profesionalitas; dan
g. akuntabilitas.

(3) Setiap pimpinan unit satuan organisasi wajib mengawasi, memimpin,
mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Dalam hal kegiatan mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing
serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan pada bawahan,
pimpinan unit satuan organisasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
(1) Setiap pimpinan unit satuan organisasi wajib:
a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangnya dan
bertanggung jawab kepada pimpinan;
b. mengadakan rapat berkala; dan
c. menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada pimpinan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit satuan organisasi dari
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusa.n.i FARAF AUTENTIKASI
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Pasal 84
Dalam hal pimpinan unit satuan organisasi berhalangan tetap atau sementara,
tugas pimpinan unit satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan unit satuan
organisasi setingkat di bawahnya atau pejabat yang ditunjuk oleh pejabat
pembina kepegawaian.

BAB V
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 85
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN pada
Badan, dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset.
(2) Pemenuhan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor dan aset bagi
ASN pada Badan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 86

(1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mutasi ASN tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.

(3) Setiap ASN wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada
dalam penguasaannya.

(4) ASN yang telah memasuki batas usia pensiun wajib mengembalikan
perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaanya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87
Pada saat Peratuan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Parigi Moutong
Nomor 22 tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini_dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong. | PARAF KOORDINAST | o
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